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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran struktur organisasi dalam 

mendukung sistem penyaluran kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa 

Adat Tegal. Struktur organisasi memiliki peranan penting dalam menjamin 

efektivitas pelaksanaan fungsi intermediasi LPD, terutama dalam aspek pembagian 

tugas, pelimpahan wewenang, dan koordinasi antarunit. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara struktur formal yang telah 

ditetapkan dengan praktik aktual di lapangan, yang berpotensi menimbulkan 

tumpang tindih peran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya efisiensi pelayanan 

kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode 

analisis tematik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh 

informan kunci dari tiga tingkatan manajemen, observasi langsung terhadap proses 

kerja harian, serta telaah dokumen internal LPD. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa fungsi perencanaan masih bersifat top-down dan tidak melibatkan seluruh 

jenjang manajemen secara partisipatif. Fungsi pengorganisasian belum 

mencerminkan struktur kerja yang fungsional, dengan banyaknya peran ganda dan 

ketidaksesuaian jalur koordinasi. Fungsi pelaksanaan belum ditopang oleh Standar 

Operasional Prosedur (SOP) tertulis, menyebabkan ketergantungan pada kebiasaan 

lisan dan arahan informal. Sementara itu, fungsi pengawasan belum berjalan 

sistematis akibat lemahnya sistem pelaporan, minimnya pengawasan antarunit, dan 

tidak adanya bagian legal formal dalam struktur organisasi. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang belum dijalankan sesuai fungsi 

manajerial menghambat efektivitas sistem penyaluran kredit di LPD Desa Adat 

Tegal. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang struktur, pembakuan SOP, dan 

spesialisasi peran untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme lembaga 

keuangan berbasis adat ini. 

Kata Kunci: Struktur organisasi, fungsi manajerial, penyaluran kredit, LPD, 

sistem kelembagaan. 
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THE ROLE OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN THE CREDIT 

DISTRIBUTION SYSTEM AT THE VILLAGE CREDIT INSTITUTION 

(LPD) OF DESA ADAT TEGAL 

Abstrak 

I Made Sugianta 

2415664087 

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali) 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the role of organizational structure in supporting 

the credit distribution system at the Lembaga Perkreditan Desa (LPD) of Desa Adat 

Tegal. The organizational structure plays a crucial role in ensuring the effectiveness 

of LPD’s intermediation functions, particularly in task distribution, delegation of 

authority, and inter-unit coordination. This research was motivated by the observed 

gap between the formally established structure and its actual implementation in the 

field, which often leads to overlapping roles, weak supervision, and low efficiency 

in credit services. This research employs a descriptive qualitative approach using 

thematic analysis. Data were collected through in-depth interviews with seven key 

informants from three levels of management, direct observation of daily work 

processes, and document review of internal LPD policies. The findings indicate that 

the planning function remains top-down and lacks participatory involvement from 

all management levels. The organizing function does not reflect a functional work 

structure, as many roles are overlapping and lines of coordination are unclear. The 

implementation function is not supported by written Standard Operating 

Procedures (SOP), resulting in a reliance on verbal instructions and long-standing 

informal practices. Meanwhile, the monitoring function is not yet systematic due to 

weak reporting mechanisms, minimal inter-unit supervision, and the absence of a 

formal legal division within the organization. This study concludes that the 

organizational structure, as currently implemented, does not effectively support the 

credit distribution system at LPD Desa Adat Tegal. Therefore, structural 

reorganization, SOP standardization, and role specialization are necessary to 

strengthen the accountability and professionalism of this community-based 

financial institution. 

Keywords: Organizational structure, managerial functions, credit distribution, 

LPD, institutional system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro 

berbasis adat yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, 

sosial, dan budaya masyarakat desa adat di Bali. LPD tidak hanya berfungsi 

sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen 

pelestarian nilai-nilai kearifan lokal melalui pelayanan jasa keuangan yang 

menyatu dengan sistem sosial masyarakat Bali. Penelitian (Dewi et al., 2025) 

tentang Realitas Corporate Social Responsibility Berbasis Tri Hita Karana Pada 

Lembaga Perkreditan Desa Adat Lukluk menegaskan bahwa fungsi Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) di masyarakat adat tidak semata-mata berorientasi pada 

keuntungan, melainkan juga diwujudkan melalui praktik tanggung jawab sosial 

yang selaras dengan filosofi Tri Hita Karana. Hal ini tercermin dari kontribusi 

LPD dalam mendukung kegiatan keagamaan (Parahyangan), sosial-

kemasyarakatan (Pawongan), dan lingkungan (Palemahan), yang secara nyata 

memperkuat ikatan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Fungsi sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) menjadikannya sebagai lembaga unik yang tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan, tetapi juga mewujudkan legitimasi sosial melalui distribusi 

manfaat langsung kepada krama desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

menjadi tulang punggung perekonomian desa adat dengan sistem pengelolaan 

yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan tanggung jawab sosial, sejalan 
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dengan tujuan awal pendiriannya oleh pemerintah daerah Bali untuk 

mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan meningkatkan 

kemandirian ekonomi desa (Ariasih & Suarmanayasa, 2024). 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjalankan kegiatan usahanya, 

seperti menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, serta layanan 

keuangan lainnya yang dibutuhkan krama adat. Dengan adanya Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD), krama adat memiliki akses terhadap layanan keuangan 

yang lebih mudah dan fleksibel khususnya bagi pelaku usaha kecil dan 

menengah. Selain itu, tujuan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perda Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 

(Pemerintah Propinsi Bali, 1988), antara lain: a) Mendorong pembangunan 

ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terencana serta penyaluran 

modal kerja yang efektif dan produktif; b) Menghapus praktik ekonomi yang 

merugikan, seperti ijon, gadai gelap, dan aktivitas serupa lainnya yang dapat 

membebani masyarakat pedesaan; c) Menciptakan pemerataan kesempatan 

berusaha, baik dengan menyediakan akses modal usaha bagi warga desa 

maupun membuka lapangan kerja baru di wilayah pedesaan; d) Meningkatkan 

daya beli masyarakat serta memperlancar sistem pembayaran dan sirkulasi uang 

di tingkat desa (Pradnyasari & Muliati, 2021). 

Penyaluran kredit merupakan inti dari kegiatan usaha Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) karena menjadi sumber pendapatan utama yang 

menopang keberlangsungan operasional lembaga. Kemampuan Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) dalam mengelola penyaluran kredit akan sangat 
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menentukan tingkat keuntungan, likuiditas, serta kepercayaan masyarakat adat 

sebagai nasabah dan pemilik lembaga. Tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan 

ekonomi, kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga memiliki dimensi 

sosial karena menjadi sarana pemberdayaan krama desa dalam mendukung 

kegiatan usaha, kebutuhan konsumtif, maupun pembiayaan adat. Oleh karena 

itu, sistem penyaluran kredit yang tertata dengan baik, efisien, dan sesuai 

prinsip kehati-hatian sangat penting untuk menjamin keberhasilan Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) dalam menjalankan perannya sebagai lembaga 

keuangan berbasis kearifan local (Ariani et al., 2020). 

Sistem penyaluran kredit merupakan serangkaian proses yang dilakukan 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam memberikan pinjaman kepada 

masyarakat, mulai dari tahap pengajuan, analisis kelayakan, pencairan, hingga 

pengawasan dan pengembalian kredit. Proses ini harus dilaksanakan secara 

profesional, cepat, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, agar dapat 

meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penerapan prinsip kehati-hatian 

menjadi elemen penting dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan, karena 

dana yang disalurkan berasal dari masyarakat dan wajib 

dipertanggungjawabkan (Sari et al., 2024).  

Sistem penyaluran kredit tidak dapat berjalan dengan baik tanpa 

didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan fungsional. Struktur organisasi 

menjadi landasan penting dalam pembagian tugas, pelimpahan wewenang, dan 

koordinasi tanggung jawab di dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD). 
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Struktur yang terencana memungkinkan pengelompokan pekerjaan secara logis, 

penetapan rantai komando yang efektif, serta pengawasan yang seimbang antar 

bagian (Wahjono, 2022).  

Struktur organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada umumnya 

dibagi menjadi tiga tingkatan manajemen, yaitu manajemen atas (top 

management), manajemen menengah (middle management), dan manajemen 

teknis (lower-level management), yang masing-masing memiliki peran strategis 

dalam menunjang efektivitas sistem penyaluran kredit. Menurut Robbins & 

Coulter (2012), manajemen atas bertugas menetapkan arah strategis organisasi, 

merumuskan kebijakan jangka panjang, dan melakukan pengawasan umum 

terhadap jalannya lembaga. Di tingkat menengah, manajemen berperan sebagai 

penghubung antara kebijakan strategis dan pelaksanaan operasional, 

bertanggung jawab terhadap perencanaan program dan pengawasan kerja 

harian. Sementara itu, manajemen teknis atau pelaksana lapangan bertugas 

menjalankan instruksi teknis secara langsung, termasuk dalam proses survei, 

analisis kelayakan, pencairan, serta pengawasan dan penagihan kredit. Ketiga 

lapisan ini harus terkoordinasi secara fungsional agar struktur organisasi dapat 

berjalan efektif dan mendukung sistem kerja yang terarah  (Robbins et al., n.d.). 

Peraturan Gubernur Bali (2017) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 (Pergub Bali, 2017), struktur 

organisasi LPD secara normatif terdiri dari unsur Pengawas dan Pengurus. 

Secara praktis, posisi-posisi inti dalam struktur tersebut umumnya meliputi 

Panureksa (pengawas), Pemucuk (kepala LPD), Penyarikan (sekretaris), dan 
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Petengen (bendahara). Struktur ini dirancang sederhana dan fleksibel, sesuai 

dengan karakter Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga milik desa 

adat yang berbasis kekeluargaan (Adnjana Putri & Raka, 2021). Namun, seiring 

berkembangnya skala usaha dan kompleksitas operasional, terutama pada 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang memiliki aset besar dan cakupan 

pelayanan yang luas, terjadi pengembangan struktur organisasi ke arah yang 

lebih professional (Suari et al., 2024). Posisi fungsional baru mulai ditambahkan 

untuk mendukung kebutuhan kerja yang lebih spesifik, seperti Kepala Bagian 

Kredit, Kepala Bagian Dana, dan Kepala Bagian Umum pada manajemen 

tengah. Pada tingkat teknis, dibentuk pula jabatan-jabatan operasional seperti 

Analis Kredit, Pembina Kredit Bermasalah, Kolektor, Satpam, dan Sopir. 

Penambahan peran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi 

pelayanan dan pengawasan, serta mengurangi tumpang tindih pelaksanaan 

tugas yang sering terjadi dalam struktur yang terlalu sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Lampiran VI Pergub Bali Nomor 44 tahun 2017 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi LPD 
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 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal (LPD Tegal) 

didirikan pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Bali Nomor 317 Tahun 1988. Sejak awal pendiriannya, 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal berkomitmen menjalankan 

perannya sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang bertujuan melayani 

dan memberdayakan krama desa dalam bidang ekonomi. Pada masa awal 

beroperasi, struktur organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat 

Tegal masih tergolong sederhana, hanya terdiri dari beberapa unsur inti yaitu 

Kepala, Sekretaris, Bendahara, dan Kolektor Lapangan. Pelaksanaan tugas 

manajemen, baik itu manajemen strategis, oprasional maupun teknis dikerjakan 

secara rangkap, belum dibedakan secara tegas berdasarkan fungsi atau jenjang 

organisasi sesuai dengan struktur formal yang ada. 

Proses pelaksanaan tugas pada masa awalnya Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) Desa Adat Tegal lebih banyak mengedepankan prinsip gotong royong 

dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Prinsip ini menjadi andalan karena 

mampu menutupi keterbatasan personel yang dimiliki, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas sumber daya manusia. Dengan semangat saling melengkapi, 

setiap unsur pengelola berusaha bekerja sama agar pelayanan kepada 

masyarakat tetap berjalan. Gotong royong menjadi strategi praktis untuk 

mengatasi kekurangan tenaga dan keahlian, dengan tingkat kompleksitas 

layanan pada saat itu masih tergolong rendah, cakupan pelayanan yang terbatas 

pada wilayah desa adat serta tingkat kepatuhan nasabah yang relatif tinggi, 

sehingga pelaksanaan tugas masih dapat berjalan dengan baik. 
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Warisan prinsip gotong royong dalam praktik kerja di Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal membuat pemahaman terhadap 

implementasi fungsi struktur organisasi, khususnya dalam sistem penyaluran 

kredit, menjadi kurang optimal. Pembagian tugas pada setiap tahapan proses 

penyaluran kredit tidak berjalan secara jelas, ditambah dengan kemampuan 

individu yang tidak merata dalam memahami pelaksanaan tugas. Kondisi ini 

menyebabkan pemerataan pembagian pekerjaan tidak tercapai karena orientasi 

lebih terpusat pada penyelesaian layanan semata. Akibatnya, terdapat individu 

yang menanggung beban kerja melebihi kapasitasnya, sehingga melemahkan 

efektivitas setiap tahapan penyaluran kredit dan mengakibatkan fungsi kontrol 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Keadaan tersebut semakin diperberat oleh pertumbuhan aset Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal yang dalam beberapa tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pertumbuhan ini pada satu sisi 

mencerminkan keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal 

dalam menghimpun dana masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan, 

namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya 

kompleksitas operasional yang harus ditangani. Semakin besar skala aset yang 

dikelola, semakin tinggi pula volume dan variasi layanan yang dituntut untuk 

disediakan secara cepat, tepat, dan akurat. Kondisi ini paling menonjol terlihat 

dalam sistem penyaluran kredit, di mana peningkatan target penyaluran kredit 

menuntut adanya pembagian peran yang jelas, prosedur yang terstandarisasi, 

serta mekanisme kontrol yang efektif.  
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Kondisi ini mendorong Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat 

Tegal untuk melakukan pengembangan struktur organisasi dengan 

menambahkan personel guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan menjamin 

kelancaran operasional Lembaga (Sigit & Soliha, 2017). Namun, 

pengembangan struktur organisasi yang baik seharusnya tidak hanya 

berorientasi pada penambahan jumlah personel, tetapi juga menyesuaikan peran 

dan fungsinya secara spesifik sesuai dengan kebutuhan operasional lembaga. 

Dalam konteks sistem penyaluran kredit, struktur organisasi idealnya mampu 

mengarahkan setiap unit kerja untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan 

bidang keahliannya, seperti analisis kelayakan kredit, proses administrasi, 

pencairan dana, hingga pengawasan kredit berjalan. Pembagian kerja yang jelas 

dan adanya spesialisasi tugas merupakan elemen kunci dalam mendesain 

organisasi yang efektif, karena mampu meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan 

akuntabilitas kerja di setiap bagian. Tanpa adanya pembagian peran yang 

terstruktur, pelaksanaan tugas rentan mengalami tumpang tindih, kurang 

terarah, serta berisiko menimbulkan ketidakefisienan maupun kesalahan dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan struktur organisasi 

perlu disertai dengan pembagian tugas yang berbasis kompetensi, agar sistem 

penyaluran kredit dapat berjalan secara optimal, profesional, dan akuntabel. 

(Nunoo & Jagannathan, 2025). 

Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar ketertarikan penelitian ini, 

yaitu untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana peran struktur 

organisasi dalam sistem penyaluran kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 
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Desa Adat Tegal. Sejauh ini, penelitian mengenai Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) umumnya lebih banyak berfokus pada aspek kinerja keuangan, tingkat 

profitabilitas, maupun peran sosial-ekonomi terhadap masyarakat desa adat. 

Namun, kajian mengenai efektivitas struktur organisasi dalam mendukung 

fungsi penyaluran kredit masih relatif terbatas. Padahal, sistem penyaluran 

kredit merupakan aktivitas inti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang 

membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

yang terstruktur dengan baik agar risiko dapat diminimalisir dan keberlanjutan 

lembaga tetap terjaga. Dengan adanya kesenjangan antara struktur organisasi 

formal dan praktik aktual di lapangan, penelitian ini berupaya mengisi ruang 

kosong tersebut dengan mengkaji bagaimana fungsi manajerial 

diimplementasikan dalam konteks penyaluran kredit di Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) Desa Adat Tegal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peran 

struktur organisasi dalam sistem penyaluran kredit pada Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) Desa Adat Tegal?”.  

 

C. Batasan Masalah 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, peneliti membatasi ruang 

lingkup kajian agar lebih terfokus pada pokok permasalahan. Pembatasan ini 

dilakukan untuk menjaga kedalaman analisis serta kesesuaian dengan tujuan 

penelitian. Fokus utama diarahkan pada aspek struktur organisasi dan sistem 
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penyaluran kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal, 

khususnya terkait kesesuaian antara struktur formal dan praktik aktual, 

keberadaan prosedur tertulis (SOP), serta kebutuhan spesialisasi peran dalam 

pelaksanaan sistem kredit. Adapun aspek-aspek di luar sistem penyaluran 

kredit, seperti manajemen risiko secara menyeluruh, strategi penghimpunan 

dana, audit internal, maupun kinerja keuangan kuantitatif, tidak menjadi bagian 

dari pembahasan. Selain itu, penelitian ini juga tidak menelaah secara khusus 

kualitas sumber daya manusia (SDM), meskipun faktor tersebut dapat turut 

memengaruhi efektivitas sistem kredit.  

Informan yang dilibatkan hanya terbatas pada pengurus dan staf internal 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal, sehingga temuan tidak 

dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

di Bali. Batasan ini ditetapkan agar fokus penelitian tetap mengarah pada 

fenomena yang paling relevan dengan konteks aktual di lapangan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana struktur 

organisasi yang telah dibentuk secara formal telah diimplementasikan 

secara efektif di lapangan, serta bagaimana struktur tersebut berkontribusi 

terhadap kualitas dan efisiensi penyaluran kredit. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat positif dan berguna bagi semua 

kalangan, baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian 

ini yaitu: 

a. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang manajemen kelembagaan dan sistem penyaluran kredit pada 

lembaga keuangan berbasis komunitas seperti Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD). Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam studi-

studi selanjutnya yang mengkaji efektivitas struktur organisasi dan 

implementasi prinsip tata kelola dalam konteks lembaga keuangan 

mikro berbasis adat. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal. 

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat praktis kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat 

Tegal dalam menata kembali struktur organisasi secara lebih 

fungsional, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis 

untuk sistem penyaluran kredit, serta memperjelas pembagian tugas 

sesuai dengan prinsip spesialisasi. Hal ini akan membantu 

meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta pengawasan internal 

dalam proses pemberian kredit. 
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2) Bagi Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) 

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pemikiran bagi Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) dalam 

menyusun strategi pembinaan dan pendampingan yang lebih terarah 

terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD), khususnya dalam 

bidang manajemen organisasi dan sistem pelayanan kredit. Temuan 

penelitian ini juga dapat menjadi dasar evaluasi bagi Lembaga 

Pemberdayaan LPD (LPLPD) untuk mengembangkan modul 

pelatihan dan kebijakan teknis bagi pengelola Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) di seluruh Bali. 

3) Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

Politeknik Negeri Bali dalam bentuk penguatan penerapan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian 

kepada masyarakat dan riset terapan. Selain itu, hasil penelitian ini 

juga menambah khasanah referensi ilmiah yang berbasis lokalitas 

dan kontekstual terhadap dinamika manajemen di lembaga 

keuangan tradisional seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD). 

4) Bagi Mahasiswa 

Hadirnya riset terapan diharapkan dapat memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk menuangkan pemikiran kritis 

terkait fenomena nyata di masyarakat, sekaligus mengembangkan 

kemampuan analisis, observasi, dan interpretasi data secara 
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langsung. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa 

lain dalam menyusun skripsi yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan lembaga adat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka simpulan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran struktur organisasi dalam sistem 

penyaluran kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal masih 

belum berjalan secara optimal. Struktur organisasi yang ada belum 

sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan kredit, karena masih terdapat 

ketidaksesuaian antara struktur formal yang tercantum dalam dokumen 

organisasi dengan praktik kerja aktual di lapangan. 

Fungsi perencanaan (planning) dijalankan secara top-down dan kurang 

melibatkan unit teknis dalam penyusunan target maupun strategi, sehingga 

rencana kerja yang disusun seringkali tidak realistis. Fungsi pengorganisasian 

(organizing) belum menunjukkan pembagian tugas dan batas authority yang 

tegas, yang ditandai dengan tumpang tindih peran antarposisi serta lemahnya 

koordinasi antarunit. Fungsi pelaksanaan (actuating) masih mengandalkan 

arahan lisan dari atasan dan budaya kerja yang diwariskan, tanpa dukungan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang dapat dijadikan acuan kerja 

yang konsisten. Sementara itu, fungsi pengawasan (controlling) belum 

dijalankan secara menyeluruh karena lemahnya sistem pelaporan, tidak 

jelasnya jalur komando, dan belum adanya unit legal serta sistem monitoring 

yang sistematis. 
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Secara keseluruhan, struktur organisasi di Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) Desa Adat Tegal belum sepenuhnya memainkan peran strategis dalam 

mendukung kelancaran dan efektivitas sistem penyaluran kredit. Diperlukan 

upaya pembenahan pada aspek struktural dan fungsional agar struktur 

organisasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sistem yang mampu 

mengatur, mengarahkan, dan mengawasi proses penyaluran kredit secara 

profesional, terstandar, dan akuntabel. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi yang penting, baik secara 

praktis bagi pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal 

maupun secara teoritis dalam pengembangan studi manajemen organisasi, 

khususnya di sektor lembaga keuangan berbasis komunitas. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak hanya berperan sebagai 

kerangka formal, tetapi juga sebagai fondasi operasional yang menentukan 

arah, koordinasi, dan pengendalian kegiatan lembaga. Ketidakefektifan 

struktur dalam mengatur fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berdampak langsung 

terhadap lemahnya sistem penyaluran kredit, baik dari sisi efisiensi, akurasi 

prosedur, maupun pengendalian risiko. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

tidak hanya merefleksikan kondisi spesifik di Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) Desa Adat Tegal, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi 

lembaga sejenis dalam merancang dan mengimplementasikan struktur 

organisasi secara lebih strategis dan kontekstual. 
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Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini menegaskan 

pentingnya penataan struktur organisasi yang lebih jelas dan fungsional 

dalam mendukung sistem penyaluran kredit. Kelemahan pada aspek 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menunjukkan 

bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal perlu melakukan 

evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada serta memperkuat sistem kerja 

melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis dan 

dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh staf. Implikasi ini 

dapat menjadi dasar bagi manajemen Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa 

Adat Tegal untuk merancang strategi perbaikan internal guna meningkatkan 

efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kredit. 

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan 

teori fungsi manajerial Fayol (1954) dalam konteks lembaga keuangan 

tradisional seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa meskipun struktur formal telah ditetapkan, 

implementasinya sangat dipengaruhi oleh budaya kerja, kepemimpinan, dan 

komunikasi informal. Hal ini mempertegas bahwa efektivitas struktur 

organisasi tidak hanya bergantung pada rancangan dokumen, tetapi juga pada 

bagaimana struktur tersebut dihidupkan melalui praktik harian dan nilai-nilai 

lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara struktur organisasi dan 

kinerja lembaga berbasis komunitas lainnya. 
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C. Saran 

Sampailah tulisan ini pada penghujung akhir penelitian, yang 

menghantarkan pada saran penelitian kepada beberapa pihak sebagai bahan 

pertimbangan dalam perbaikan sistem kerja dan struktur organisasi Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal, khususnya dalam sistem penyaluran 

kredit. Saran-saran ini disusun berdasarkan hasil temuan dan analisis yang 

telah diuraikan sebelumnya, serta mengacu pada kebutuhan untuk 

meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga dalam 

menjalankan fungsinya. Peneliti membagi saran kepada tiga pihak, yang 

disampaikan secara sistematis sebagai berikut: 

1.  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal.  

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal sebagai objek 

utama penelitian diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja internal, khususnya dalam 

hal struktur organisasi dan mekanisme penyaluran kredit. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan antara lain adalah perlunya penegasan pembagian 

tugas dan batas authority antarunit, agar tidak terjadi tumpang tindih peran 

yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan kerja. Selain itu, Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal perlu menyusun Standar 

Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur seluruh tahapan 

penyaluran kredit, mulai dari pengajuan, verifikasi, pencairan, hingga 

penagihan dan monitoring pascakredit. SOP ini harus dapat diakses dan 
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dipahami oleh seluruh staf, agar pelaksanaan tugas tidak lagi bergantung 

pada arahan lisan atau kebiasaan lama semata. 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal juga disarankan 

untuk memperkuat sistem pelaporan internal dengan menetapkan format 

dan jadwal pelaporan yang konsisten dari masing-masing unit kerja. 

Langkah ini penting untuk mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi 

kinerja, sekaligus mempermudah pengambilan keputusan oleh 

manajemen. Selain itu, penting pula bagi Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) Desa Adat Tegal untuk mempertimbangkan pembentukan atau 

penunjukan personel khusus yang menangani aspek legalitas dokumen 

kredit, guna mendukung kelengkapan administrasi dan mengurangi 

potensi risiko hukum. Dengan melakukan pembenahan pada aspek 

struktural dan prosedural ini, diharapkan sistem penyaluran kredit di 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal dapat berjalan lebih 

efisien, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan lembaga. 

2. Politeknik Negeri Bali 

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang menaungi dan membimbing 

mahasiswa dalam kegiatan penelitian terapan, Politeknik Negeri Bali 

diharapkan dapat terus mendorong pelaksanaan penelitian yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga lokal, seperti Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa permasalahan manajerial di lembaga-lembaga berbasis adat dan 

komunitas masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam hal 
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penguatan struktur organisasi dan sistem kerja yang profesional. Oleh 

karena itu, kampus diharapkan dapat memfasilitasi lebih banyak 

kolaborasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan mitra lembaga 

secara langsung di lapangan, agar hasil penelitian benar-benar 

memberikan dampak nyata bagi pengembangan kapasitas kelembagaan 

mitra. 

Selain itu, Politeknik Negeri Bali juga diharapkan dapat mendorong 

mahasiswa untuk mengembangkan model-model evaluasi organisasi, 

penyusunan SOP, dan penguatan sistem kontrol internal sebagai bagian 

dari proyek akhir atau skripsi terapan. Langkah ini akan membantu 

mahasiswa tidak hanya menyelesaikan tugas akademik, tetapi juga 

berkontribusi dalam memberikan solusi yang dibutuhkan mitra penelitian 

secara konkret. Dengan demikian, kegiatan penelitian mahasiswa dapat 

semakin berdaya guna dan sejalan dengan visi kampus sebagai lembaga 

vokasi yang adaptif, aplikatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah 

nyata di masyarakat. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek yang 

hanya terfokus pada satu lembaga, yakni Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) Desa Adat Tegal, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan tidak 

dapat digeneralisasikan untuk seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

di Bali. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas 

cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu Lembaga 
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Perkreditan Desa (LPD) atau membandingkannya dengan lembaga 

keuangan serupa, agar diperoleh gambaran yang lebih luas dan 

komprehensif mengenai hubungan antara struktur organisasi dan 

efektivitas sistem penyaluran kredit. 

Selain memperluas cakupan, peneliti selanjutnya juga dapat 

mempertimbangkan penggunaan pendekatan metodologis yang lebih 

beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods, guna 

mengukur pengaruh variabel organisasi terhadap indikator kinerja 

lembaga, misalnya rasio NPL, LDR, atau efisiensi waktu proses kredit. 

Penggunaan instrumen pengukuran kuantitatif atau model evaluasi 

organisasi juga dapat memperkuat validitas data dan memberikan dimensi 

analisis yang lebih tajam. Dengan demikian, penelitian lanjutan 

diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih 

kuat dalam pengembangan manajemen kelembagaan pada Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) maupun lembaga berbasis komunitas lainnya.  
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